
5. Undang \

1.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor, Tambaban Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor3851);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tabun 2001 tentang Pembentukan
Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun
2001 Nomor 83, Tambaban Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor4110);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tabun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor4355);

a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (7)
Undang-Undang Nomor 28 Tabun 2022 tentang Angggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 dan Pasal 12
Peraturan Pemerintab Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara sebagaimana telab diubab beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tabun 2016 ten tang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan u:s.tdk
melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor201/PMK07 /2022tentang Pengelolaan Dana Desa,
Walikota Langsa menetapkan Rincian Dana Gampong Untuk
Setiap Gampong;

b. babwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Dana Gampong Dalam Wilayab
Kota Langsa Tahun 2023;

WALIKOTALANGSA,

DENGANRAHMATALLAHYANGMAHAKUASA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

PEDOMANTEKNISPENGELOLAANDANAGAMPONG
DALAMWILAYAHKOTALANGSATAHUN2023

TENTANG

PERATURANWALIKOTALANGSA
NOMOR10 TAHUN2023

WALIKOTA LANGSA

Mengingat

Menimbang



13. Peraturan ,.

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tabun 2006 tentang
Pemerintaban Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 62, Tambaban Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4633);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5495);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6827);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang
Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang­
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Gampong Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 ten tang Dana Gampong Yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5864);



8. camat"

Dalam Peraturan Walikota ini dimaksud dengan :
1. Kota adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Kota adalah Unsur penyelenggara Pemerintahan

Kota yang terdiri dari Walikota dan Perangkat Kota.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong selanjutnya

disingkat DPMG adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Gampong Kota Langsa.

5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
selanjutnya disebut kepala DPMG adalah Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Langsa.

6. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selanjutnya disingkat
BPKD adalah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota
Langsa.

7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selanjutnya
disebut kepala BPKD adalah Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah Kota Langsa.

Pasal 1

BABI
KETENTUANUMUM

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PENGELOLAAN DANA GAMPONG DALAM WILAYAH KOTA
LANGSATAHUN2023.

MEMUTUSKAN:

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
NomorI36);

15. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
2023;

16. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016
tentang Indeks Desa;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
ten tang Kewenangan Desa;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;

21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor201/PMK.07/2022
ten tang Pengelolaan Dana Desa;

22. Qanun Kota Langsa Nomor 5 Tahun 2020 tentang
Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kota Langsa
Tahun 2020 Nomor 5); ,



23.Rencana'

8. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris
Daerah.

9. Gampong adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang berada
dibawah mukim dan dipimpin oleh Geuchik yang memiliki
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,
dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

10. Pemerintahan Gampong adalah Geuchik dan Tuha Peuet yang
memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan
gampong.

11. Pemerintah Gampong adalah Geuchik, Sekretaris Gampong
beserta perangkat Gampong lainnya yang memiliki tugas
dalam penyelenggaraan pemerintah Gampong.

12. Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul adalah
Hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan
prakarsa Gampong atau prakarsa masyarakat Gampong
sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.

13. Kewenangan Lokal Berskala Gampong adalah Kewenangan
untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
Gampong yang telah dijalankan oleh Gampong, mampu dan
efektif dijalankan oleh Gampong, atau yang muncul karena
perkembangan Gampong dan prakasa masyarakat Gampong.

14.Musyawarah Gampong adalah Proses musyawarah antara
Tuha Peuet Gampong, Pemerintah Gampong dan unsur
masyarakat yang diselenggarakan oleh Tuha Peuet Gampong
untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

15. Geuchik adalah Pimpinan suatu Gampong yang memiliki
kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga
sendiri.

16. Tuha Peuet Gampong adalah Unsur pemerintahan gampong
yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan gampong.

17. Qanun Gampong adalah Peraturan perundang-undangan
yang ditetapkan oleh Geuchik setelah dibahas dan disepakati
bersama Tuha Peuet Gampong.

18. Keuangan Gampong adalah Semua hak dan kewajiban
Gampong yang dapat dinilai dengan uang serta segala
sesuatu berupa uang dan barang yang berhu bungan dengan
pelaksanaan hak dan kewajiban Gampong.

19.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya
disingkat APBN adalah Rencana keuangan tahunan
pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan
Perwakilan Rakyat.

20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, yang
selanjutnya disingkat APBG adalah Rencana Keuangan
Tahunan Pemerintahan Gampong.

21. Penerimaan lainnya yang sah adalah Penerimaan yang
diberikan kepada Geuchik atau Perangkat Gampong
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong yang
selanjutnya disingkat RPJMG adalah Dokumen perencanaan
6 (enam) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan
gampong, arah kebijakan keuangan gampong, kebijakan
umum dan program disertai dengan rencana kerja.



23. Rencana Kerja Pemerintah Gampong, selanjutnya disingkat
RKPG, adalah Penjabaran dari RPJMG untuk jangka waktu 1
(satu) tahun.

24. Prioritas Penggunaan Dana Gampong adalah Pilihan kegiatan
yang didahulukan dan diutamakan dari pada pilihan kegiatan
lainnya untuk dibiayai dengan Dana Gampong.

25. Bantuan Langsung Tunai Gampong yang selanjutnya disebut
BLTGampong adalah pemberian uang tunai kepada keluarga
miskin atau tidak mampu di Gampong yang bersumber dari
Dana Gampong.

26. SDGs Gampong adalah upaya terpadu mewujudkan Gampong
tanpa kemiskinan dan kelaparan, Gampong ekonomi tumbuh
merata, Gampong peduli kesehatan, Gampong peduli
lingkungan, Gampong peduli pendidikan, Gampong ramah
perempuan, Gampong berjejaring, dan Gampong tanggap
budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan.

27. Tenaga Pendamping Profesional adalah tenaga profesional
yang direkrut oleh kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang Gampong, pembangunan
daerah tertinggal, dan transmigrasi yang bertugas
pendampingan di tingkat Gampong, kecamatan, kabupaten
dan provinsi.

28. TipologiGampong merupakan fakta, karakteristikdan kondisi
nyata yang khas keadaan terkini di Gampong maupun
keadaan yang berubah berkembang dan diharapkan terjadi di
mas a depan (visiGampong).

29. Gampong Mandiri adalah Gampong maju yang memiliki
kemampuan melaksanakan pembangunan Gampong untuk
peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya
kesejahteraan masyarakat gampong dengan ketahanan
ekonomi dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.

30. Gampong Maju adalah Gampong yang memiliki potensi
sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan
mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat
gampong, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi
kemiskinan.

31. Gampong Berkembang adalah Gampong potensial menjadi
gampong maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial,
ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara
optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat
gampong, kualitas hidup manusia dan menanggulangi
kemiskinan.

32. Gampong Tertinggal adalah Gampong yang memiliki potensi
sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau
kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan
kesejahteraan masyarakat gampong, kualitas hidup manusia
serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

33. Gampong Sangat Tertinggal adalah Gampong yang mengalami
kerentanan karena masalah bencana alam, goncangan
ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan
mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi,
serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

34. Dana Gampong adalah dana yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi
Gampong yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kota dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan

pemerintahan \



(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota irri memberikan
landasan hukum bagi pemerintah kota dalam
mengalokasikan Dana Gampong.

(2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk menjadi pedoman
dalam penggunaan pengalokasian, penyaluran, mekanisme
penggunaan dan prioritas penggunaan Dana Gampong
dalam kegiatan perencanaan pembangunan Gampong.

Pasa13 \

Pasa12

BAB II
MAKSUD,TUJUANDANRUANGLINGKUP

pemerintahan, pelaksanan pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat serta
penanggulangan bencana alam dan non alamo

35. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Gampong, yang selanjutnya
disingkat PPKG adalah perangkat gampong yang
melaksanakan pengelolaan gampong berdasarkan keputusan
Geuchik yang menguasakan sebagian kekuasaan pemegang
kekuasaan pengelolaan keuangan gampong.

36. Sekretaris Gampong adalah perangkat gampong yang
berkedudukan sebagai pimpinan sekretariat Gampong yang
menjalankan tugas sebagai koordinator PPKG.

37. Kaur Keuangan adalah kepala urusan keuangan gampong
yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk
menatausahakan keuangan gampong.

38. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat
RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara
yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara
Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan
negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank
sentral.

39. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat
RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah
yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh
penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran
daerah pada bank yang ditetapkan.

40. Rekening Kas Umum Gampong, yang selanjutnya disingkat
RKUG adalah rekening tempat menyimpan uang
pemerintahan gampong yang menampung seluruh
penerimaan gampong dan digunakan untuk membayar
seluruh pengeluaran gampong dalam 1 (satu) rekening pada
bank yang ditetapkan.

41. Pengeluaran Gampong adalah uang yang keluarkan dari
APBGmelalui RKUG.

42. Pendapatan asli gampong, yang selanjutnya disingkat PAG
adalah semua penerimaan gampong dalam 1 (satu) tahun
anggaran yang menjadi hak gampong

43. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM
adalah dokumen yang digunakanjditerbitkan oleh pengguna
anggaranjkuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D.

44. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat
SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar
pencairan dana.



(1) Pagu Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
huruf a dihitung sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari
anggaran Dana Gampong dibagi secara proporsional kepada
setiap Gampong berdasarkan klaster jumlah penduduk.

(2) Alokasi Dasar setiap Gampong sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditentukan berdasarkan klaster jumlah penduduk
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dengan
ketentuan:
a. Rp. 415.261.000,00 (empat ratus lima belas juta dua

ratus enam puluh satu ribu rupiah) bagi Gampong dengan
jumlah penduduk sampai dengan100 (seratus) jiwa;

b. Rp. 477.550.000,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh juta
lima ratus lima puluh ribu rupiah) bagi Gampong dengan
jumlah penduduk 101 (seratus satu) sampai dengan 500
(lima ratus) jiwa;

c. Rp. 539.839.000,00 (lima ratus tiga puluh sembilan juta
delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) bagi
Gampong dengan jumlah penduduk 501 (lima ratus satu)
sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) jiwa;

d. Rp. 602.128.000,00 (enam ratus dua juta seratus dua
puluh delapan ribu rupiah) bagi Gampong dengan jumlah
penduduk 1.501 (seribu lima ratus satu) sampai dengan
3.000 (tiga ribu) jiwa;

e. Rp. 664.418.000,00 (enam ratus enam puluh empat juta
empat ratus delapan belas ribu rupiah) bagi Gampong
dengan jumlah penduduk 3.001 (tiga ribu satu) sampai
dengan 5.000 (lima ribu) jiwa;

f. Rp. 726.707.000,00 (tujuh ratus dua puluh enam juta

tujuh .,

Pasal 5

Rincian Dana Gampong untuk setiap Gampong di Kota Tahun
Anggaran 2023, di alokasikan secara merata dan berkeadilan
berdasarkan:
a. alokasi dasar;
b. alokasi afirmasi;
c. alokasi kinerja; dan
d. alokasi formula.

Pasa14

BABIII
TATACARAPENGHITUNGAN,PEMBAGIANDANPENETAPAN

RINCIANDANAGAMPONG

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :
a. tata cara penghitungan, pembagian dan penetapan rincian

Dana Gampong;
b. tahapan dan persyaratan penyaluran Dana Gampong
c. penggunaan;
d. pemantauan dan evaluasi; dan
e. sanksi.
f. keten tuan lain -lain; dan
g. ketentuan penutup.

Pasal3



(1) Pagu Alokasi kinerja dihitung sebesar 4% (empat persen)
dari anggaran Dana Gampong dibagi kepada Gampong
dengan kinerja terbaik.

(2) Gampong dengan kinerja terbaik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakan Gampong yang dipilih secara
proporsional berdasarkan jumlah Gampong dengan

persen tase .\

Pasa17

GT

(1) Alokasi Afirmasi setiap Gampong sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 huruf b diberikan kepada Gampong tertinggal
dan Gampong sangat tertinggal yang memiliki jumlah
penduduk miskin tinggi.

(2) Alokasi afirmasi setiap Gampong dihitung dengan rumus
sebagai beriku t :
AA Gampong = (0,01 x DG) / {(1,5xGST)+ (1 xGT)}
Keterangan
AA Gampong = Alokasi Afirmasi setiap gampong.
DG = Pagu Dana Gampong Nasional.
GST = Jumlah Gampong sangat tertinggal yang

memiliki jumlah penduduk miskin
terbanyak.

= Jumlah Gampong tertinggal yang memiliki
jumlah penduduk miskin terbanyak.

(3) Besaran alokasi afirmasi untuk Gampong tertinggal yang
memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak dihitung
sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi setiap Gampong.

(4) Besaran Alokasi Afirmasi untuk gampong sangat tertinggal
yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak dihitung
sebesar 1,5 (satu koma lima) kali Alokasi Afirmasi setiap
gampong.

(5) Alokasi afirmasi setiap gampong sebagaimana dimaksud
pada ayat (3)dan ayat (4)ditetapkan:
a. Rp. 105.688.000,00 (seratus lima juta enam ratus delapan

puluh delapan ribu rupiah) untuk gampong tertinggal;
b. Rp. 158.532.000,00 (seratus lima puluh delapan juta lma

ratus tiga puluh dua ribu rupiah) untuk gampong sangat
tertinggal.

(6) Gampong tertinggal dan gampong sangat tertinggal
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4)
merupakan gampong yang berada pada kelompok gampong
di desil 5 (lima) sampai dengan desil 10 (sepuluh)
berdasarkan penghitungan yang dilakukan oleh Direktorat
Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal6

tujuh ratus tujuh ribu rupiah) bagi Gampong dengan
jumlah penduduk 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan
10.000 (sepuluh ribu) jiwa; dan

g. Rp. 788.996.000 (tujuh ratus delapan puluh delapan juta
sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) bagi
Gampong dengan jumlah penduduk di atas 10.000
(sepuluh ribu) jiwa.

(3) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan menetapkan rincian alokasi
Gampong per Gampong.



Pasa! 10 -\

Indeks kesulitan geografis Gampong sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 disusun dan ditetapkan oleh walikota
berdasarkan data dari kementerian yang berwenang danjatau
lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang
statistik.

Pasal9

AFKota

Z4

Z3

Z2

Keterangan:
AF Gampong = Alokasi Formula setiap Gampong
Zl = rasio jumlah penduduk setiap gampong

terhadap total penduduk Gampong Kota.
= rasio jumlah penduduk miskin setiap

gampong terhadap total penduduk miskin
gampong kota.

= rasio luas wilayah setiap gampong terhadap
totalluas wilayah gampong kota.

= rasio IKG setiap gampong terhadap IKG
gampong kota.

= Alokasi Formula nasional.

(1) Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf
d, dihitung sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran
Dana Desa dibagi berdasarkan indikator :
a. jumlah penduduk dengan bobot 10% (sepuluh persen);
b. angka kemiskinan Desa dengan bobot 40% (empat puluh

persen),
c. luas wilayah gampong dengan bobot 10% (sepuluh

persen); dan
d. tingkat kesulitan geografis dengan bobot 40% (empat

puluh persen).
(2) Penghitungan alokasi formula setiap Gampong sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan
formula sebagai beriku t :
AFGampong = {(0,10 x Z1) + (0,40 x Z2) + (0,10 x Z3) +

(0,40*Z4)}x AF
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persentase sesuai ketentuan yaitu 16% (enam belas persen)
untuk Kota Langsa dengan jumlah Gampong 52 (lima puluh
dual sampai dengan 100 (seratus) Gampong.

(3) Penilaian kinerja Gampong terbaik sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), berdasarkan kriteria utama dan kriteria
kinerja.

(4) Kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri
atas:
a. bukan Gampong penerima alokasi afirmasi;
b. gampong berstatus berkembang, maju, atau mandiri;
c. gampong yang melaksanakan BLT Gampong pada tahun

anggaran 2021; dan
d. tidak terdapat penyalahgunaan keuangan gampong

sampai dengan batas waktu penghitungan rincian dana
Gampong.

(5) Kriteria kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan
ayat (4) memiliki indikator wajib dan indikator tambahan
sebagaimana diatur oleh Kementerian Keuangan Republik
Indonesia.



Gampong \

(1) Penyaluran Dana Gampong dari RKUD ke RKUG Tahap 1
dilaksanakan setelah Walikota menerima Qanun Gampong
mengenai APBG dari Geuchik dan surat kuasa
pemindahbukuan Dana Gampong.

(2) Penyaluran Dana Gampong dari RKUD ke RKUG Tahap II
dengan syarat berupa :
a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana

Gampong tahun anggaran sebelumnya; dan
b.laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana
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(1) Penyaluran Dana Gampong non BLT Gampong dilakukan
dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan :
a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana

Gampong setiap Gampong paling cepat bulan Januari dan
paling lambat bulan juni; dan

b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu
Dana Gampong setiap Gampong paling cepat bulan Maret
dan paling lambat bulan agustus; dan

c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana
Gampong setiap Gampong paling cepat bulan juni.

(2) Penyaluran Dana Gampong untuk Non BLT yang berstatus
Gampong Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan
ketentuan:
a. tahap I sebesar 60% (empat puluh persen) dari pagu Dana

Gampong setiap Gampong paling cepat bulan Januari dan
paling lambat bulan juni; dan

b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu
Dana Gampong setiap Gampong paling cepat bulan Maret.

(3) Pagu Dana Gampong setiap Gampong sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) setelah dikurangi
kebutuhan Dana Gampong untuk BLTGampong selama 12
(dua belas) bulan.

(4) Dalam hal kebutuhan dana Gampong untuk BLTGampong
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih kecil dari besaran
Dana Gampong untuk BLTGampong yang ditetapkan dalam
Peraturan Presiden mengenai rincian APBNtahun anggaran
2023, Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disalurkan paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen)
dari pagu dana Gampong setiap Gampong.
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BABIV
TAHAPANDANPERSYARATANPENYALURANDANAGAMPONG

Bagian Kesatu
Tahapan Penyaluran Dana Gampong

Penetapan rincian dana Gampong setiap Gampong di Kota
Langsa Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam
lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Walikota ini dan selanjutnya dituangkan dalam surat
Keputusan Walikota.
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(10) Capaian \

Gampong tahap I menunjukkan rata- rata realisasi
penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh
persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan
paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari
Dana Gampong tahap I yang telah disalurkan.

(3) Penyaluran Dana Gampong dari RKUDke RKUGTahap III
dengan syarat berupa :
a.laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana

Gampong sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata
realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan
puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran
menunjukkan paling sedikit sebesar 750/0 (tujuh puluh
lima persen) dari Dana Gampong tahap II yang telah
disalurkan; dan

b.laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat
Gampong tahun anggaran sebelumnya.

(4) Penerima dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1),ayat (2)dan ayat (3)dengan ketentuan :
a. Tahap I paling lambat tanggal 23 juni tahun berjalan;
b. Tahap II paling lambat tanggal 24 agustus tahun berjalan;

dan
c. Tahap III mengikuti kebijakan langkah-langkah akhir

tah un sesuai dengan keten tuan peraturan perundang­
undangan.

(5) Penyaluran Dana Gampong untuk Gampong mandiri dari
RKUD ke RKUG Tahap I dilaksanakan setelah Walikota
menerima Qanun Gampong mengenai APBG dari Geuchik
dan surat kuasa pemindahbukuan Dana Gampong.

(6) Penyaluran Dana Gampong untuk Gampong Mandiri dari
RKUDke RKUGTahap II dengan syarat berupa:
a.laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana

Gampong tahun anggaran sebelumnya;
b.laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana

Gampong tahap I menunjukkan rata-rata realisasi
penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh
persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan
paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari
Dana Gampong tahap I yang telah disalurkan; dan

c. laporan konverensi pencegahan stunting tingkat Gampong
tahun anggaran sebelumnya.

(7) Penerima dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) untuk gampong yang berstatus
gampong mandiri dengan ketentuan:
a. Tahap 1 paling lambat tanggal 23 juni tahun berjalan; dan
b. Tahap II mengikuti kebijakan langkah-Iangkah akhir

tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan.

(8) Gampong yang melaksanakan BLT Gampong tahun
anggaran 2022, selain persyaratan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) ditambahkan perekaman realisasi jumlah
keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan
bulan kedua belas tahun anggaran 2022.

(9) Walikota bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa
pemindahbukuan Dana Gampong sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dan wajib disampaikan pada saat
penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I
pertama kali disertai dengan daftar RKG.



4. Permintaan \

(1) Dana Gampong untuk BLT Gampong termasuk untuk
Gampong bersatus Gampong mandiri disalurkan dengan
ketentuan sebagai berikut :
a. Dana Gamponguntuk BLTGampongbulan kesatu sampai
dengan bulan ketiga:
1.Memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 ayat 1;

2.Melakukan perekaman jumlah keluarga penerima
manfaat bulan kesatu yang berlaku selama 12 (dua
belas) bulan untuk penyaluran Dana Gampong untuk
BLTGampongpaling lambat tanggal12 Mei2023;

3. Melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas
Gamponglayak salur tiap-tiap bulannya;

4. Menyampaikan peraturan Geuchik atau keputusan
Geuchik mengenai penetapan keluarga penerima
manfaat BLTGampong;dan

5. Permintaan penyaluran BLT Gampong bulan kesatu
sampai dengan bulan ketiga diajukan paling cepat
bulan Januari 2023.

b. Dana Gampong untuk BLT Gampong bulan keempat
sampai dengan bulan kedua belas dilakukan oleh
Walikota setelah melakukan penandaan pengajuan
penyaluran atas Gampong layak salur tiap-tiap bulannya,
dengan ketentuan;
1.Dana Gampong untuk BLTGampong bulan keempat
sampai dengan bulan keenam disalurkan setelah
Walikota melakukan perekaman realisasi jumlah
keluarga penerima manfaat yang telah menerima
pembayaran BLTGampongbulan kesatu sampai dengan
bulan ketiga;

2. Permintaan penyaluran BLTGampong bulan keempat
sampai dengan bulan keenam diajukan paling cepat
bulan April2023;

3. Dana Gampong untuk BLT Gampong bulan ketujuh
sampai dengan bulan kesembilan disalurkan setelah
Walikota melakukan perekaman realisasi jumlah
keluarga penerima manfaat yang telah menerima
pembayaran BLT Gampong bulan keempat sampai
dengan bulan keenam;
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(10) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b dan ayat (3) huruf a serta ayat (6) huruf b dihitung
berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari
seluruh kegiatan setiap Gampong.

(11) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (6)
disusun sesuai dengantabel referensi data bidang, kegiatan,
uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan
capaian keluaran.

(12) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Gampong
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat
(5) dan ayat (6) disampaikan dalam bentuk dokumen digital
(softcopy) yang selanjutnya melalui aplikasi online
monitoring system perbendaharaan dan anggaran Negara
(OM-SPAN).



b. Tahap"
gampong.

(1) Geuchik mengajukan permohonan penyaluran Dana
Gampong kepada Walikota melalui Camat disertai dengan
kelengkapan administrasi sebagai berikut :
a. tahap I :

1. surat Permintaan Pembayaran Dana Gampong Tahap I
sebesar 40%;

2. foto copy rekening dari RKUG;
3. fotocopy SK dan KTPGeuchik;
4. fotocopy SKdan KTPKaur Keuangan;
5. surat pernyataan bertanggungjawab;
6. dokumen APBGTahun2023 beserta lampirannya yang
telah dievaluasidanklarifikasiolehpihak kecamatan;

7. lembaran rencana realisasi penggunaan Dana Gampong
tahap I yang telah diverifikasiolehpihak gampong;dan

8. specimen tanda tangan Geuchik dan kaur keuangan
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Bagian Kedua
Persyaratan Penyaluran Dana Gampong

4. Permintaan penyaluran BLT Gampong bulan ketujuh
sampai dengan bulan kesembilan diajukan paling cepat
bulan Juli 2023;

5. Dana Gampong untuk BLTGampong bulan kesepuluh
sampai dengan bulan kedua belas disalurkan setelah
Walikota melakukan perekaman realisasi jumlah
keluarga penerima manfaat yang telah menerima
pembayaran BLT Gampong bulan ketujuh sampai
dengan bulan kesembilan; dan

6. Permintaan penyaluran BLTGampong bulan kesepuluh
sampai dengan bulan kedua belas diajukan paling cepat
bulan Oktober 2023.

(2) Perekaman jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu
dan penandaan pengajuan penyaluran atas Gampong layak
salur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalui aplikasi OM-SPAN.

(3) Kebutuhan dana Gampong untuk BLT dan setiap bulan
diperoleh dari hasil perkalian antara jumlah keluarga
penerima manfaat BLT Gampong yang direkam dalam
aplikasi OM-SPAN dengan besaran BLT Gampong setiap
bulannya.

(4) Penyaluran dana Gampong untuk BLT Gampong bulan
kesatu sampai dengan bulan ketiga sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dapat disalurkan bersamaan dengan
penyaluran Dana Gampong tahap I sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 ayat (1) sepanjang telah memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5) Walikota wajib melakukan perekaman realisasi jumlah
keluarga penerima manfaat untuk bulan kesepuluh sampai
dengan bulan kedua belas paling lambat hari kerja terakhir
bulan Desember 2023.

(6) Perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat
sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) menjadi persyaratan penyaluran Dana
Gampong tahap II Tahun anggaran 2024.



5. laporan'

b. tahap II :
1. surat Permintaan Pembayaran Dana Gampong Tahap II
sebesar 40%.

2. foto copy rekening dari RKUG;
3. surat pernyataan bertanggungjawab;
4.laporan realisasi penyerapan Dana Gampong tahun

anggaran sebelumnya (berdasarkan aplikasi Siskeudes);
5.1aporan capaian keluaran Dana Gampong tahun

anggaran sebelumnya;
6.lembaran rencana realisasi penggunaan Dana Gampong

tahap II yang telah diverifikasi oleh pihak gampong; dan
7. specimen tanda tangan Geuchik dan kaur keuangan
gampong.

8. laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2)
huruf a dan huruf b; dan

c. tahap III :
1.Surat Permintaan Pembayaran Dana Gampong Tahap
IIIsebesar 20%.

2. Foto copyrekening dari RKUG;
3. Surat pemyataan bertanggungjawab;
4. laporan realisasi penyerapan Dana Gampong
(berdasarkan aplikasi Siskeudes) tahun berjalan dari
tahap I dan tahap II;

5.laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (3)
huruf a dan huruf b;

6. laporan capaian keluaran Dana Gampong tahun
berjalan dari tahap I dan tahap II;

7. laporan capaian Geuchik
8. Iaporan konvergensi pencegahan stunting tingkat
gampong tahun anggaran sebelumnya; dan

9. lembaran rencana realisasi penggunaan Dana Gampong
tahap IIIyang telah diverifikasioleh pihak gampong.

(2) Geuchik mengajukan permohonan penyaluran Dana
Gampongyang berstatus Gampongmandiri kepada Walikota
melalui Camat disertai dengan kelengkapan administrasi
sebagai berikut :
a. tahap I :

1. surat Permintaan Pembayaran Dana Gampong Tahap I
sebesar 60%;

2. fotocopy rekening dari RKUG;
3. fotocopySKdan KTPGeuchik;
4. fotocopySKdan KTPKaur Keuangan;
5. surat pernyataan bertanggungjawab;
6. dokumen APBGTahun 2023 beserta lampirannya yang
telah dievaluasi dan klarifikasiolehpihak kecamatan;

7. lembaran rencana realisasi penggunaan Dana Gampong
tahap I yang telah diverifikasioleh pihak gampong;dan

8. specimen tanda tangan Geuchik dan kaur keuangan
gampong.

b. tahap II :
1.Surat Permintaan Pembayaran Dana GampongTahap II
sebesar 40%.

2. Foto copy rekening dari RKUG;
3. Surat pemyataan bertanggungjawab;
4. Laporan realisasi penyerapan Dana Gampong
(berdasarkan aplikasi Siskeudes) tahun berjalan tahap
I;
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5. Laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (6)
huruf b dan huruf c;

6. Laporan capaian keluaran Dana Gampong tahun
berjalan tahap I;

7. Laporan capaian Geuchik
8. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat
gampong tahun anggaran sebelumnya; dan

9. Lembaran rencana realisasi penggunaan Dana
Gampong tahap II yang telah diverifikasi oleh pihak
gampong.

(3) Geuchik mengulangi pengajuan berkas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)huruf a point 2, 3 dan 8 dan ayat (2)
huruf a point 2, 3 dan 8 bagi Gampong yang mengalami
pergantian Geuchik dan Kaur Keuangan.

(4) Camat rnengeluarkan rekornendasi berdasarkan hasil
verifikasi dokumen ke1engkapan persyaratan sebagaimana
dirnaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan rnenyerahkan
kelengkapan berkas kepada DPMGuntuk diverifikasi dan
evaluasi.

(5) KepalaDPMGrnengeluarkan rekornendasi untuk penyaluran
dana gampong dan menyerahkan kelengkapan berkas
kepada BPKD.

(6) Kepala BPKD rnenerirna kelengkapan berkas untuk
rnengeluarkan SPMdan SP2Dkernudian ditransfer ke RKUG
rnasing-rnasinggampong.

(7) Dana Gampong yang tidak dapat dilaksanakan pada tahun
sebelumnya dan apabila dana gampong yang telah
disalurkan ke RKUGterjadi silpa maka pernerintah gampong
harus menganggarkan kernbali ke dalam anggaran belanja
garnpongtahun berjalan.

(8) Dana gampong tahun yang lalu dapat dianggarkan kernbali
oleh Pernerintah Gampong dalam APBG tahun berjalan
sehingga Pemerintah Kota segera menyalurkan dana
gampongke RKUG.

(9) Proses pencairan dana gampong tahun lalu dapat dilakukan
oleh Pemerintah Kota terlebih dahulu melengkapi
persyaratan diantaranya :
a. SPP (Surat Perrnintaan Pembayaran);
b. rencana penggunaan dana yang akan dilaksanakan
kegiatan Geuchik sesuai APBG tahun berjalan yang
ditandatangani keluaran, sekretaris gampong dan kaur
keuangan garnpong;dan

c. surat perrnohonan Geuchik kepada Walikota rnelalui
rekomendasi KepalaDPMGdan camat.

(10) Kecamatan rnengeluarkan rekornendasi berdasarkan hasil
verifikasi dokumen kelengkapan persyaratan sebagairnana
dimaksud pada ayat (7) dan rnenyerahkan kelengkapan
berkas kepada DPMGuntuk dievaluasi.

(11) DPMG rnengeluarkan rekornendasi untuk pencairan dana
dan menyerahkan kelengkapan berkas kepada BPKDagar
proses pencairan dilaksanakan untuk dana garnpong
sumber APBNtahun lalu.

(12) BPKD rnengeluarkan SPM, SP2D dan rnemposting dana
garnpongsumber APBNtahunlalu ke RKUGtahun berjalan.



(1) Dana Gamponguntuk kebutuhan BLTGampongdisalurkan
dengan ketentuan:
a. Penyaluran Dana Gampong untuk BLTGampong bulan

kesatu sampai dengan bulan ketiga dilaksanakan setelah
Geuchikmenyampaikan:
1.Peraturan GampongmengenaiAPBG;
2. Data jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu
yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk
penyaluran Dana Gamponguntuk BLTGampongpaling
lambat tanggal 05 Mei2023;

3. Peraturan Geuchik mengenai penetapan keluarga
penerima manfaat BLTGampong;dan

b. Penyaluran Dana Gampong untuk BLT Gampong bulan
keempat sampai dengan bulan kedua belas dilaksanakan
dengan ketentuan:
1.Penyaluran Dana Gamponguntuk BLTGampongbulan
keempat sampai dengan bulan keenam dilaksanakan
setelah Geuchik menyampaikan realisasi jumlah
keluarga penerima manfaat yang telah menerima
pembayaran BLT Gampong bulan kesatu sampai
dengan bulan ketiga;

2. Penyaluran Dana Garnpong untuk BLTGampong bulan
ketujuh sampai dengan bulan kesembilan dilaksanakan
setelah Geuchik menyampaikan realisasi jumlah
keluarga penerima manfaat yang telah menerima
pembayaran BLT Gampong bulan keempat sampai
dengan bulan keenam;

3. Penyaluran Dana Gamponguntuk BLTGampongbulan
keaepuluh aarnpar dengan bulan kedua belas

dilaksanakan \
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(1) Gampong yang melaksanakan BLT Gampong tahun
anggaran 2022 selama 12 (dua belas) bulan, selain
persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada pasal
12 ayat (2) dan ayat (6) ditambahkan data realisasi
pembayaran BLT Gampong bulan kesatu sampai dengan
bulan kedua belas.

(2) Dalam hal Gampong tidak melaksanakan BLT Gampong
Tahun Anggaran 2022 selama 12 (dua belas) bulan, selain
persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada Pasal
12 ayat (2) dan ayat (6) ditambahkan dokumen persyaratan
berupa peraturan Geuchik mengenai tidak terdapat calon
keluarga penerima manfaat BLT Gampong yang memenuhi
kriteria atau anggaran Dana Gampong tidak mencukupi
untuk pembayaran BLTGampong kepada keluarga Penerima
manfaat yang telah ditetapkan karena terdapat penurunan
pagu Dana Gampong berdasarkan Peraturan Walikota
mengenai rincian Dana Gampong setiap Gampong.

(3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran
sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (2) huruf b dan
ayat (3) huruf a serta ayat (6) huruf b dilakukan sesuai
dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian
keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian
keluaran.
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Pasa119 \

(1) Pemerintah Gampong wajib menganggarkan dan
melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana
Gampong diutamakan penggunaannya untuk:
a. Program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial

dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT
gampong paling sedikit 100/0(sepuluh persen) dan paling
banyak 25% (dua puluh lima persen);

b. Dana operasionai pemerintah Gampong paling banyak 3%
(tiga persen);

c. Program ketahanan pangan dan hewan paling sedikit 20%
(dua puluh persen) termasuk pembangunan lumbung
pangan Gampong; dan

d. Dukungan program sektor prioritas di Gampong berupa
bantuan permodalan kepada BUMG, program kesehatan
termasuk penanganan stunting, dan pariwisata skala
gampong sesuai dengan potensi dan karakteristik
gampong, serta program atau kegiatan lain.

(2) Besaran Dana Gampong yang digunakan untuk mendanai
kegiatan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sesuai dengan peraturan Presiden mengenai rincian APBN
tl4hun AnSgA·n:~.n ~Q~~.
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BABV
PENGGUNAAN

Pemerintah Kota tidak diperbolehkan untuk menambah
persyaratan penyaluran Dana Gampong sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14.
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dilaksanakan setelah Geuchik menyampaikan realisasi
jumlah keluarga penerima manfaat yang telah
menerima pembayaran BLT Gampong bulan ketujuh
sampai dengan bulan kesembilan;

(2) Geuchik wajib menyampaikan data realisasi jumlah keluarga
penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT
Gampong bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua
belas kepada Walikota paling lambat tanggal 15 Desember
2023.

(3) Dalam hal tanggal 15 Desember 2023 bertepatan dengan
hari libur atau hari yang diliburkan, batas waktu
penyampaian data realisasi jumlah keluarga penerima
manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada hari
kerja beriku tnya.

(4) Penyampaian data realisasi jumlah keluarga penerima
manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Gampong
bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi persyaratan
penyaluran Dana Gampong tahap I tahun anggaran 2024.

(5) Geuchik bertanggungjawab atas kebenaran data realiasasi
jumlah keluarga penerima manfaat yang menerima
pembayaran BLT Gampong sebagaimana dimaksud pada
ayat (1)dan ayat (2).



dilaksanakan ,

(1) BLTGampong sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat
(1) huruf a diberikan kepada keluarga penerima manfaat
yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di

Gampong bersangkutan dan diprioritaskan untuk
keluarga miskin yang termasuk dalam kategori
kemiskinan ekstrem;

b. kehilangan mata pencaharian;
c. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit
menahun Zkronis dan/ atau difabel;

d. tidak menerima bantuan sosial program keluarga
harapan; atau

e. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal
lanjut usia.

(2) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Gampong
sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan petani, BLT
Gampong dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian
pupuk.

(3) Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Geuchik.

(4) Peraturan Geuchik sebagaimana dimaksud ayat (3) paling
kurang memuat:
a. nama dan alamat keluarga penerima manfaat;
b. rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis
kelompok pekerjaan; dan

c. jurnlah keluarga penerima manfaat.
(5) Besaran BLTGampong ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (tiga

ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan
bulan kedua belasper keluarga penerima manfaat.

(6) Pembayaran BLT Gampong kepada keluarga penerima
manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat
dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara
sekaligus.

(7) Dalam hal pembayaran BLT Gampong bulan kedua sampai
dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT
Gampong sebagimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1)
huruf a angka 2, pembayaran atas selisih kekurangan
BLT Gampong bulan kedua sampai dengan bulan kedua
belas menggunakan Dana Gampong selain Dana Gampong
untuk BLTGampong setiap bulan.

(8) Jumlah keluarga penerima manfaat BLT Gampong bulan
kedua sampai dengan bulan kedua belas tidak boleh lebih
kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat BLTGampong
bulan kesatu.

(9) Dalam hal terdapat keluarga penerima manfaat BLT
Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (8) meninggal
dunia atau tidak memenuhi kriteria keluarga penerima
manfaat, Geuchik wajib mengganti dengan keluarga
penerima manfaat yang baru.

(10) Dalam hal terdapat perubahan daftar keluarga penerima
manfaat BLT Gampong dan/ atau penambahan jumlah
keluarga penerima manfaat BLT Gampong,
perubahandan Zatau penambahan tersebut ditetapkan dalam
peraturan Geuchik atau keputusan Geuchik setelah

Pasal19



Dana\-

(1) Pemantauan sisa Dana Gampong sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22 dilakukan untuk mengetahui :
a. Besaran sisa dana gampong di RKDhasil rekonsiliasi sisa
Dana Gampong tahun anggaran 2015 sampai dengan
2018 yang belum selesai diperhitungkan melalui
perhitungan penyaluran Dana Gampong tahap III tahun
anggaran 2022 setelah dikurangi kebutuhan Dana
Gamponguntuk BLTGampong;

b. Besaran sisa Dana Gampongdi RKDtahun anggaran 2019
sampai dengan tahun anggaran 2021 yang belum selesai
diperhitungkan pada penyaluran Dana Gampong tahap III
sampai dengan tahun anggaran 2022 setelah dikurangi
kebutuhan Dana Gamponguntuk BLTGampong;

c. Besaran sisa Dana Gampong Tahun Anggaran 2020 di
RKDyang belum selesai diperhitungkan pada penyaluran

Pasal24

Pemantauan terhadap dana gampongdari RKUNke RKDmelalui
RKUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilaksanakan
untuk memastikan penyaluran telah dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasa123

Pemantauan oleh kementerian keuangan sebagaimana
dilaksanakan oleh direktorat jenderal perimbangan dan
keuangan kantor wilayah direktorat jenderal perbendaharaan,
danIatau KPPN,terhadap:
a. penyaluran Dana Gampongtermasuk BLTGampong;
b.laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana
gampong;

c. penyampaian laporan konvergensistunting tingkat gampong;
d. sisa dana gampongdi RKD.

Pasal22

BAB VI
PEMANTAUANDANEVALUASI

Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari dana gampong
diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber
daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak
menyerap tenaga kerja dari masyarakat Gampong setempat.

Pasa121

Penggunaan Dana Gampong sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 18 dan Pasal 19 berpedoman pada ketentuan yang
ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi.

Pasal 20
insidentil.
dilaksanakan musyawarah Gampong khusua/musyawarah



d. Akibat\

(1) Ketentuan sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 24 ayat (4)
dan ayat (5) dikecualikan bagi Garnpong yang rnengalami
bencana alam sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Bencana alarn sebagairnana dirnaksud pada ayat (1)
rnengakibatkan hilang atau rusaknya sebagian atau seluruh:
a. Dana Gampong;
b. Dokumen pertanggungjawaban penggunaan Dana
Gampong;dan /atau

c. Keluaran kegiatan yang didanai Dana Gampong.
(3) Walikota menyarnpaikan surat perrnohonan pengecualian

perhitungan sisa Dana Gampong kepada KPAPenyaluran
Dana AlokasiKhusus Fisik dan Dana Gampongyang paling
kurang rnernuat :
a. Namadan KodeGampong;
b. Peristiwabencana alarnyang dialarni;
c. Waktu kejadian; dan

Pasal25

Dana Gampong Tahap III setelah dikuran gi kebutuhan
Dana Desa untuk BLTDesa;

d. Besaran sisa Dana Garnpong di RKD hasil Rekonsiliasi
sisa Dana Gampong Tahun Anggaran 2015 sampai dengan
2019 yang belurn selesai diperhitungkan rnelalui
pernotongan dana alokasi umum darr/atau dana bagi hasil
tahun anggaran 2021;

e. Besaran sisa Dana Gampong tahun anggaran 2021 di
RKD;dan

f. Besaran sisa Dana Gampong tahun anggaran 2022 di
RKD.

(2) Besaran sisa dana Gampong tahun anggaran 2015 sampai
dengan tahun 2021 di RKD yang belum selesai
diperhitungkan pada penyaluran Dana Gampong tahap III
sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b,
diperhitungkan dalam penyaluran Dana Gampong Tahap II
dari/ atau tahap IIITahun Anggaran2023.

(3) Sisa dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d, di perhitungkan rnelalui pernotongan dana alokasi
urnurn darr/utau dana bagi hasil anggaran.

(4) Sisa dana gampong tahun anggaran 2022 di RKD
sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dianggarkan
kernbali ditahun anggaran berikutnya oleh Geuchik dan
dilakukan perekarnan olehDPMGpada aplikasi OM-SPAN.

(5) Dalarn hal penganggaran kernbali oleh Geuchik dan
perekaman oleh DPMGsebagairnana dirnaksud pada ayat (4)
tidak dilaksanakan, sisa Dana Garnpong tahun anggaran
2021 di RKDsebagairnana dirnaksud pada ayat (1) huruf c
diperhitungkan pada tahap IIITahun anggaran 2023.

(6) Dalarn hal dana Gampong tahap II Tahun Anggaran 2023
sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) dan ayat (7) tidak
rnencukupi, selisih sisa Dana Desa diperhitungkan pada
penyaluran Dana Gampong tahap II darr/atau tahap III
Tahun Anggaran2024.

(7) Besaran sisa Dana GarnpongTahun Anggaran 2022 di RKD
sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dapat
dianggarakan kembali.



(1) Dalamhal terdapat permasalahan Gampong,berupa:
a. Geuchik atau perangkat Gampong melakukan
penyalahgunaan Dana Gampong dan ditetapkan sebagai
tersangka;

b. Gampongmengalami permasalahan administrasi, ketidak
jelasan status hukum, darr/atau status keberadaan
Gampong;atau

c. Penyalahgunaan wewenang walikota terkait pelantikan
darr/atau penghentian Geuchik yang tidak sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

(2) Menteri keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana
Gampong non BLT Gampong Tahun Anggaran berjalan
danIatau Tahun Anggaranberikutnya.

(3) Walikota melakukan pemantauan atas proses perkara
hukum penyalahgunaan Dana Gampong yang melibatkan
Geuchik danIatau perangkat Gampong sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)huruf a.

(4) Dalam hal berdasarkan pemantauan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), Geuchik darr/atau perangkat Gampong telah
ditetapkan sebagai tersangka, Walikotamenyampaikan surat
permohonan penghentian penyaluran Dana Gampong
kepada Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal
PerimbanganKeuangan.

(5) Penghentian penyaluran Dana Gampongnon BLTGampong
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
berdasarkan:
a. surat permohonan dari Walikota sebagaimana dimaksud
pada ayat (3);

b. keputusan dan/ atau Surat rekomendasi dari kementerian
Negara/Iembaga terkait danIatau Walikota atas
permasalahan Gampong sebagaimana dimaksud pada
ayat (1)huruf b; atau

c. surat rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
berdasarkan hasil klarifikasi Gubemur sebagai Wakil
Pemerintah.

(6) Penghentian penyaluran Dana Gampongnon BLTGampong
berdasarkan surat permohonan dari Walikota sebagaimana
dimaksud pada ayat (5)huruf a atau surat rekomendasi dari
kementerian Negara/Jembaga terkait dany'atau
bupati /walikota sebagairnana dimaksud pada ayat (5)huruf
b dilakukan mulai penyaluran Dana Gampong non BLT
Gampongtahap berikutnya setelah surat dimaksud diterima.

(7) Dalam hal surat permohonan dari Walikota sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) huruf a diterima setelah Dana
Gampong tahap III atau Dana Gampong tahap II untuk
Gampong berstatus Gampong mandiri Tahun Anggaran
berjalan disalurkan, penyaluran Dana Gampong non BLT
Gamponguntuk Tahun Anggaran2023 dihentikan.

(8)Penghentian \

Pasal26

BAB VII
SANKSI

d. Akibat bencana alam sebagairnana dimaksud ayat (2).



(2)Sanksi .\

(1) Dalam hal Pemerintah Gampong tidak melaksanakan BLT
Gampong selama 12 (dua belas) bulan tahun anggaran
2023, dikenakan sanksi pemotongan Dana Gampongsebesar
25% (lima puluh persen) dari penyaluran Dana Gampong
tahap II tahun anggaran 2024.

Pasa128

(1) Gampong yang dihentikan penyaluran Dana Gampong
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) huruf a,
berhak mendapatkan penyaluran Dana Gampong pada
tahun anggaran berikutnya setelah periode penghentian
penyaluran Dana Gampongtahun anggaran berjalan.

(2) Pengecualian atas pengaturan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur
Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat
permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana
Gampongdari walikota paling lambat tanggal 15 Juni Tahun
Anggaranberjalan.

(3) Surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran
Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diterbitkan setelah terdapat pencabutan status hukum
tersangka, pemulihan status hukum tersangka, danjatau
sudah ditetapkan Pejabat Pelaksana TugasGeuchik.

(4) Pencabutan penghentian penyaluran Dana Gampong
sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (5) huruf b,
dilaksanakan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur
Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat
Rekomendasi pencabutan penghentian penyaluran Dana
Gampong dari Kementerian Negaraj lembaga terkait
danjatau walikota paling lambat tanggal 15 Juni Tahun
Anggaranberjalan.

(5) Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) atau surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) diterima setelah tanggal 15 Juni Tahun
Anggaran berjalan, Dana Gampong disalurkan untuk tahun
anggaran berikutnya sepanjang Dana Gampong untuk
Gampongtersebut telah dialokasikan.

(6) Direktur Jenderal PerimbanganKeuanganberdasarkan surat
permohonan dari walikota sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) atau surat rekomendasi dari Kementerian
Negarajlembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
menerbitkan naskah dinas pencabutan penghentian
penyaluran Dana Gampong dan disampaikan kepada
Direktur Jenderal Perbendaharaan dan walikota atau
kementerian Negarajlembaga terkait.

Pasal27

(8) Penghentian penyaluran Dana Gampongnon BLTGampong
sebagaimana dimaksud pada ayat (5)dan ayat (6)dilakukan
melalui naskah Dinas Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dan
walikota atau kementerian Negarajlembaga terkait.

(9) Dana Gampong non BLT Gampong yang dihentikan
penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5)huruf a
dan huruf b, tidak dapat disalurkan kembali ke RKD.



MU MMAD RFIAN
BERITADAE AHKOTALANGSATAHUN2023 NOMOR 1029

PIt. SEKRETARISDAERAHKOTALANGSA,

Diundangkan di Langsa
pada tanggal6 Maret 2023 M

13 Sya'ban 1444 H

MAJID

ALANGSA(\

Ditetapkan di Langsa
Pada tangga16 Maret 2023 M

13 Sya'ban 1444 H

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Peraturan Walikota 1n1 mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
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BABIX
KETENTUANPENUTUP

Ketentuan mengenai:
a. Contoh format surat kuasa pemindahbukuan Dana Gampong

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (5);
b. contoh format laporan realisasi penyerapan dan capaian

keluaran Dana Gampong;
c. contoh format laporan konvergensi pencegahan stunting;
d. contoh format daftar Rekening Kas Gampong;
e. contoh format surat pengantar penyampaian dokumen

persyaratan;
f. contoh format lembar konfirmasi penerimaan; dan
g. pernyataan tanggung jawab mutlak permintaan pengecualian

perhitungan sisa Dana Gampong.
tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal29

BABVIII
KETENTUANLAIN-LAIN

(2) Sanksi pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikecualikan bagi Gampongyang tidak menerima penyaluran
Dana Gampong tahun anggaran 2023.
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b. Contohl

NOMOR tJroinn
- - --

(I) Dilsi kop surat kabupatcn/kota tcrscbut

(:.I) --rOilsi nama pen"lberi kuasa

(3) Oilsi nam.a. l<a.bupaten/kota pemberi kuasa
- -

I (4) Oii:", PI lAf"nA l pC':TTlhr.ri k' 1.A~a

I (:0.) Dilsi 1'lall~aKPPN wilayah kelja kabupaten/ kote. pelnbeJ'i kuasa

(6) Diisi alanlaL KPPN wilayah kcaja !u..uupaLen/kuu.. pCJ.J1be,·ikuasa

(7) Oils! 1:B.hunanggaran berjruan-
(A) Diisi tC'.rnpAI. ranp,;gRl. hulAn, tAhlln PCTYlhllAtan ,",ursnku",",,,,

(9) UHsi banda tal'lgan (bupati/wali kota)

(10) DUal nama penanda. tangan (bupati/wali kota)

PETUN.J'UKPENOISTAN

Rp.1Q.OOO,-

Matera,cap)
Dinas ................................ (9)

Untuk rnelakukan pemolongan Dana Desa dan menyalurkan hasil p-ernot.oo.ge.o
Durra.Desa tersebul berdasarkan pennintaan penyaluran yang diajukan oleh
Pemerintah Daerah kepOldaRekening Ka.sDesa sebagairnana Daftar Rckcning
KesDesa terlampir.

Surat kuasa :iniberlaku \.tntuk tahun anggaran (7)

Tanggal (8)

....................................................................... (6)Alamat

selaku KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif.
Otonomi Khusus, dan Keistimewaan

Kepala KPPN (5)Nama

Dengan ini memberikan Kuasa kepeda:

Yangselanjutnya discbut sebagai Pemberi Kuasa

....................................................................... (4)Alamal

.labatan

....................................................................... (2)

BupatijWall Kota (3)

Nama

Yang bertanda'tal1.gandibawah ini.:

SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN DANA DESA

(KOPSURAT) (l)

............................................................................ (lO}

a. Contoh Format Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Gampong

LAMPlRAN II:
PERATURAN WALIKOTA LANGSA
NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN
DANA GAMPONG DALAM WILAYAH
KOTA LANGSA TAHUN 2023.
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c.Contoh.\

NOMOR Uraian

1 Kolom (1) diisi dengan Kode Rekening sesuai dengan APBDes

2 Kolom (2) diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang
menggunakan Dana Desa

3 Kolom (3) diisi dengan uraian keluaran. Contoh: Pembangunan Jalan
4 Kolom (4) diisi dengan jumlah volume keluaran yang terdiri jumlah dan

satuan keluaran. Contoh: 500 meter

5 Kolom (5) diisi dengan cara pengadaan. Contoh: swakelola, kontraktual
6 Kolom (6) diisi dengan jumlah anggaran dalam satuanRupiah
7 Kolom (7) diisi dengan jumlah realisasi dalam satuan Rupiah

8 Kolom (8) diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi dalam satuan
Rupiah

9 Kolom (9) diisi dengan persentase capaian keluaran dengan perhitungan
sebagai berikut:

a. Kegiatan pembangunan / pemeliharaari/ pengembangan fisik dihitung
sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto

b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara:
- Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar

belakang, tujuan, lokasi, target/ sasaran, dan anggaran, sebesar
30%;

- Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan
konfrrmasi pengajar, sebesar 50%;

- Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%; dan
- Laporan Pelaksanaan Keziatan dan Foto, sebesar 100%

10 Kolom (10), (11), dan (12)dalam rangka pelaksanaan program cas hfor work
yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada Bidang Pelaksanaan
Pembangunan Desa.

11 Kolom (13) dan (14) dalam rangka pelaksanaan jaring pengaman sosial
program Bantuan Langsung Tunai kepada keluarga penerima manfaat
yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada bidang Bidang
Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa,

12 Kolom (15) diisi dengan keterangan. Contoh: berapa keluaran yang telah
terlaksana (kuantitas)

PETUNJUK PENGISIAN



d. Contoh.l

LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA
TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)

KABUPATEN KECAMATAN
DESA : TAHUN :

TABEL 1. JUMLAH SASARAN l.000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN)
JUMLAH TOTAL IBU HAMIL ANAK0 _ 23 BULAN

SASARAN RUMAHTANGGA GIZI KURANG/
TOTAL KEK/RESTI TOTAL

],000 HPK GIZI BURUK/STUNTTNG
JUMLAH

TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI STUNTiNG)

SASARAN JUMLAH TOTAL HlJAU KUNING MERAH
ANAKUSIA 0 _ 23 RULAN (NORMALI (RESIKOS7'UN1'fNGj (T"~RINDIKASIS7'UN7'IN(~

JUMLAH

----------
TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN STUNTING BAGI 1.000 IIPK

SASARAN INDIAKTOR JUMLAH %

1 PERIKSA4 KALl SELAMAKEHAMILAN

2 MENDAPATDANMEMINUM PILFE SELAMA90 HARI----- _._-
3 IBU BERSALINMENDAPATLAYANANPEMERIKSMN NIFAS3 KALI

4 MENGIKUTIKONSELINGGIZI/KELAS IBU MINIMAL4 KALI
IBU HAMIL

5 IBU HAMIL (KEKjRESTII MENDAPATKUNJUNGANRUMAHBULANAN
1-
6 RUMAHTANGGAIBU HAMIL MEMILllQ AKSESAIR MlNUM AMAN

7 RUMAHTANOGAIBU HAMIL MEMILIKI .JAMBANLAYAK

8 MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN

1 ANAKUSIA < 12BULANMENDAI'AT IMUNISASIDASARLENGKAP

2 OiTIMBANGBEHATBADAN RUTINSETIAPBULAN

3 DIUKUR PANJANG/TINGGIBWAN 2 KALI DALAMSETAHUN

ORANGTUA/PENGASUHMENGIKUTIKONSEl-lNGGlZl RULANAN LAKI-l.AKII TOTAL4 I
ANAl( USIA 5 KU.JUNGANRUMAHRAGIANAKGIZI HlIRUK/ KURANG/STUNTING0·23 BULAN
(O-2TAHUNI 6 RUMAHTANGGAANAK0-2 TH MEMILIKI AKSESAIR MINUMAMAN_._ --- -

7 RUMAHTANGGAANAK 0-2 TH MEMILlKl JAMBANLAYAI(

8 ANAK0·2 TH JAMINAN KESEHATAN

9 ANA](0-2 TH BULANAKTALAHIR
I-- -
10 ORANGTUA/PENGASUHMENOIKUTIPARENTINGBULANAN(PAUD)

ANAK 1 ANAK>2·6 TAHUNAKTIF DALAMKEGlATANPAUDMINIMAL 80%>2-6 TAHUN

TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSJ DESA
JUMLAH INDJl{ATOR

NO SASARAN SEHARUSNYA TINGKATKONVERGENSI
YANGDITERIMA DITERIMA

1 IBUHAMIL
2 ANAK0-23 BULAN

TOTALTINGKATKONVERGENSIDESA •._L..."-

TABLE 5. PENGGUNMN DANA DESA DALAM PENCEGAHJ\N STUNTING
KEGIATAN

NO HIDANG/ Kr~GIATAN TOTAL KHUSUSPENCEGAHANS1TJNTINC
ALOKASIDANA ALOKAS!DANA %(PEJ<SENI-_.

1 SIDANGPEMBANGUNANDESA
2 BIDANGPEMBERDAYMN MASYARAKAT

c. Contoh Format Laporan Konvergensi Pencegahan Stunting
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f. Contoh ~

(S) OllQi nu.rn.a penGLn.dQ U;ar:a.RQ.T1.
(J;:.al'-J..~ J ~""t(=1..,.1-, olct .... l;..i.""LJ'::;';'_~ • .J~ 0 ....g..........a...i._ ......ttf.. 1......c- • .lI"L...J..)J:S,k.... L D __~.L·-..l .... y ....t..1~
menvelen,:::t,::toriil..J,..o-..ar3 L1.rl.....1Sa.n. pena.elo1a,an keUQ..n;RGlrl Daerah a.tGt..u..
p_t_mP'1-Tl~ oree..ni~A~i pernn.gkat.. Dac::ra....h yane n"'<::.1~yelC:l ....ggara.k:A..rl_
'-LZ·\-I, ...._..£L pc:=s........lJc;:.I:"UW.yan.HS.-L I(L ....-.~y~6"kt.k.kt. ... Oe;:toiIIa 'lJ~1 c...lw..:..II~rkWJ''' pc;;:r ..u_rlj .....l<.~rl.
'..,UpO,t./""",,aU kO\...Gl.)~----.----~--------

pcrhnp;!,kft1 I:>,.c:rftn yane;
k.e'-\5t.rl.gaX"l. .Daerah S<'l.CaLl
Vo.n~ znon.yelenggo.rQ.I<a.n
~rdAMoark"..,.., pr.""l.lnj,.:aKAn

(7) Diie.i 't.t.. nct ..\..u......T'J..8""-n
(paliT'"lg r"-:T'tnAh nlc::h "';T'Y"\'pi~.n.r'\ ~r"~ni~A"i
menyc1erJ.sg.ar.Lk.a.r1 u_r-...,s.m.r'1 t:.~nseJoJ...1i\..rl
plrnpi:n.nJ:"'\ orgonioaol pero.n.~lC:Q._t: DQcra.h
':lT1..».~I:-."" prrnn<""rdnYboBn ........-.~£)r~~k.Ptt nc:"",
b~PQt./vvQ.l1 koc.a)

PO.rQ_~Ii:J<CIlt. .L.>ClarCt.'~ YQ.r1Ilit
k .."!:'\..:._c ..g_.... n...._,;..1..
yQ..r:t.g menyelen.s.ga..rQ1.c.a;ra
berdoQCU"'lc.o.rl pon.'\,.:lr"V'Ul<:,Qn

«("'.I) Dii~i ja..hatan pc:nal"'lcia tangeLn
(PQ..1.in.1IiiI:. renclo..h o~eh.. .:>impinQ .... oTs;z:Ct...r.IoioCILt:Jl
• t .... :. '.)It.-I~I 1~~Joo.I' "'.1<._..... ,:., '~""':t.• " .~c:::l.,~.-:l ..-,I.~..."I I
pirnpu"'l..an. orgarl"a.alilli pcrar1g..k..Q.tDa.eTan
l..1~oo.n. pemberdQy-oo...n rrJooya,ro.Jcat.. L>eoCl
l".J.u- •• /w ..~ri k •• IH)

(5) DHtiill densar. do,J.c,_J.menpetrsyarat.ur1. penyall..l-ran $Oli"..:uaJ cte~s",n
t.a.hClpa.rl.ny Q_

(~) C>i~i.. i l.kl.h~p pclay&.<L.I •• p"""-iw..r.1 ~rHyw..rw.'-UI1 pe:-ca.y_ll-Ir"" ..,

NULVl(.) 1...( Uraio.n

(1) D1.i~i k.op ~urat. P'emcrintl'!llh Dacreh LCT:"cbuc..

*) Dipilihsalah satu penyaluran BLTDesa atau Dana Desa di luar BLTDesa
...) Khusus tahap I

.............................................................................. (8)

.... , (7)

........... (6)

Tanggal.....Tempat,

C. Dst

a.
b.

1 berkas

Dilampiri dengan
kertas kerja
(worksheet)

penghi tungan
rincian Dana

Desa setiap Desa
hasil cetakan
Aplikasi OM­
SPANyang

ditandatangani
oleh

penandatangan
surat pengantar

ini disampaikan
persyaratan

BLT Desa
bulan .... s.d. bulan .... jDana
Desa tahap (4)*), dengan
rincian sebagai beriku t:

..................................... (5);

Bersama
dokumen
penyaluran

2. Kami bertanggung jawab penuh atas kebenaran substansi data dan
dokumen yang disampaikan serta membebaskan KPPN dad tanggung
jawab atas akibat ketidakbenaran data dan dokumen yang disampaikan.

Keterangan")Jurnlah DokumenUraian

SURATPENGANTAR
NOMOR: (3)

Kepada:
yth. Kepala KPPN selaku KPABUN Penyaluran

Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan
Keistimewaan
Di
Tempat

............... , (2)

1.
No.

(KOPSURAT) (1)

e. Contoh Format Surat Pengantar Penyampaian Dokumen Persyaratan



g. Pemyataan \

NOMOR URAIAN

( 1) .L.>iiai l<:op ouro.t Dean cereeb"U.'t.

(2) Dilal nama ka bupe. toni leota pCrl.crlmo pcnyo..lu.ro.n dana. hasll
pernot:ongan Da...na Desa

-
(3) ott ..t tahapan penyaluran

(4) Oit..t tanAJ;!!al dan.a diterim~ -
(5) OI1..i jumlah dynw.. yanJot diLerimhl (dat...m ..n~k....)

(<» Dii ...i.i ............a..a. ........ J .. Uka.t. ...... Y ............K ,-,14..c:.&.• "''',-, (u...._l-..:..~ 1 .........,·......1)._ --- --
(7) Oiisi "crnur T~kc::r~i&"R p~l'l~rin.1.k:' UU-L..ll:-A

- ---
(S) D;'i~i l...a,u.l.~ L-e;::Kt:J.aU.1S f..)C=-.l.l.C;:'~·i,n.l.adlil.l,,)Q.

(9) Dliz::..l.i IL~".u:t.. La..t.Lk. f_'C:~.l.II::'J.i...u..llrt.. dal'lI;4.

(10) n1i~i "en"\r'AT~ -rA· ...eg.Al, 1-":1IA" .. t,,,,l",l.lT"\ l,e..-n b,)' PI. "8 1""\ ="·' ....:n-At.

I ( 1 1) r>i;!"'i jAh"f'AM pr.n.AnnA rAngp\" (kr.pA1A r>r::"1Ift)

( 1 :.l) L>ii:\, t::.soda t.a....ngAT"\ (kepa'", !Jesa)

( 1 :-i) r )ii~. nftTT'l8 p~nandB tangan (kepnla !JeRe)

PETUNJUK PENGISIAN

.............................. (12)
, Materai

D~~~S __) Rp.l0.000,-~ ~_,~'L _,

............................................................................ (13)

............................................................................... (11)

tanggal (10).................................

................................................................................. (9)Nama Bank

................................................................................. (8)Nama Rekening

................................................................................. (7)Kornor Rekening

Dana tersebut telah diterima pada :

(6)(4) (5)(3)

TANGGALDlTERlMA TERBILANG
(dengan burut)JUMLAHTAHAP

Dengan
rincian

Penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Desa Tabun Anggaran 2023
Kabupaten/ Kota _ ,(2)

Untuk

Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Direktorat Jenderal
Perbendaharaan selaku Penerima Kuasa bupari /wali kota

Telah
terima
dari

(KOP SURAT) (1)

f. Contoh Format Lembar Konfirmasi Penerimaan



SAIDMAHDUMMAJID

A LANGSA,1'.
«~

,I

- URAIAN - -
NOMOR

(1) Diisi kop surat Desa tersebut

(2) Di;!!;<iengannama KepalElDe!!fl
- Diitiideriga.n IlULlIti Deesuternpu t JlLenjai.Jal i(3)

(4) Uiisi del'lgan alamat tempat tinggal KepaJa Desa I

(5) Diis.idcnga.n nam.a Dcsa
I

(6) Diiai dengan jumlah Dana Desa I

- - UiisT nama Kola OW1tanggal perrerrde.tarigau.au I
(7)

(8) Diis.idengan nama Desa

19) Oiioj na.mo KcpruQ DesQ
-. --

PETUNJUK PENGISIAN

...................•.. (Y)

METERAI
Rp10.000

................ (7) _•.

Kcpala Desa _ (8)

Dcmikian surat pcrnyataan ini dibuat dcngan sebcnar-bcnarnya .

3. l)alam hal pernyataan yang kami buat dalaln SPTJM i.n l tidak benar dan
berakibat menimbulkan kerugian pada negare, kami bersedia
rne.n gerrrbafilcarrdan menyetorkan kerugian tersebut ke kas negara.

2. Akibat bencana alam tersebut, terdapat sisa Dana Desa sebesar Rp (6)

(dengan hurut) yang tidak dapat dilaporkan penggunannnya atm.l hilang.

Menyataka1'1dengan sesungguhnya bahwa:

1. Desa (5) yang diajukan permintaan untuk dikecualikan dad
perhitungan sisa Dana Desa benar-benar mengalami bencana alamo

(2)

(3)

(4)

Kepala l.)esa .., .

Nama

Jabatan

Alamat

Yang berta1'1datangan di bawah i.rri:

SURAl' PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)

PERMINTAAN PENGECUALIAN PERIIITUNGAN SISA DANA DESA

KOPSURAT ........ (1)

g. Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Permintaan Pengecualian Perhitungan
Sisa Dana Gampong


